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IKHTISAR PUTUSAN 

PERKARA NOMOR 109/PUU-XII/2014 

Tentang  

Pengabaian Pengurus Bank Terhadap Putusan Pengadilan 
 

Pemohon : H. Suhaemi Zakir. 
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor  10 Tahun 1998 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan (UU Perbankan) terhadap Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).  

Pokok Perkara : Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan bertentangan dengan Pasal 
28D ayat (1) UUD 1945. 

Amar Putusan : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 

1.1  Frasa “bagi bank” dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3790) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

1.2  Frasa “bagi bank” dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3790) dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat; 

2. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara 
Republik Indonesia sebagaimana mestinya 

Tanggal Putusan : Kamis, 18 Juni 2015. 
Ikhtisar Putusan :  

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan Pemohon 
eksekusi pencairan namun dalam melaksanakan eksekusi pencairan sesuai dengan 
Penetapan Pengadilan belum berhasil karena digagalkan dan dihalang-halangi oleh Bank DKI. 
Sehingga, menurut Pemohon frasa “bagi bank” Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan 
supaya dihapus. 

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon 
adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang in casu Pasal 49 ayat (2) huruf b UU 
Perbankan terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka 
berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 
ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 



2 

 

Mengenai kedudukan hukum, berdasarkan dalil kerugian hak konstitusional Pemohon 
yang belum berhasil melaksanakan eksekusi pencairan dikarenakan frasa “bagi bank”  Pasal 
49 ayat (2) huruf b UU Perbankan, menurut Mahkamah terdapat hubungan sebab akibat 
(causal verband) antara kerugian Pemohon tersebut yang bersifat aktual, potensial, dan 
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, yang adanya kemungkinan 
dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional Pemohon tidak akan atau 
tidak lagi terjadi. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan 
permohonan a quo. 

Berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan sepanjang frasa “bagi 
bank” Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan mengakibatkan Bank DKI tidak mau taat atau 
patuh pada perintah hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, setelah 
Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, keterangan Presiden dan 
bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, kesimpulan tertulis Pemohon, 
Mahkamah mempertimbangan sebagai berikut: 

1. Bahwa Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan untuk 
dilaksanakan serta tidak dapat diubah oleh siapapun dan harus dilaksanakan oleh setiap 
subjek hukum baik perseorangan maupun korporasi. 

2. Bahwa suatu putusan tidak ada artinya apabila tidak dilaksanakan dan merupakan 
pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam 
Negara Republik Indonesia yang merupakan negara hukum sesuai dengan UUD 1945 dan 
pihak lain yang terkait langsung maupun tidak langsung harus menghormati putusan 
pengadilan, serta pengabaian pengurus bank terhadap putusan pengadilan karena 
berlindung di bawah ketentuan frasa “bagi bank”, menurut Mahkamah bertentangan 
dengan Pasal 28D UUD 1945. 

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, 
Mahkamah berpendapat pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum. Dengan 
demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya mengadili: 

Menyatakan: 

3. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 

1.3  Frasa “bagi bank” dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

1.4  Frasa “bagi bank” dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) dan tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat; 

4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 
sebagaimana mestinya.  

 

 

 

 


